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ABSTRAK 
 
Woro Endah Sulistyo Ningrum (8105145053). Laporan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Pusat dibagian Biro Umum Perlengkapan, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2016. Laporan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang telah 
dilakukan selama 1 (satu) bulan PKL dengan tujuan memenuhi salah satu 
persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat 
beralamat di Jalan Pramuka No. 33, Jakarta. BPKP merupakan Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan 
di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) di laksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai sejak tanggal 18 Juli – 
19 Agustus 2016 dengan jam kerja Senin – Kamis pukul 08.00 s.d 16.30 dan 
Jumat pukul 08.00 s.d 17.00 
Tujuan pelaksanaan PKL adalah untuk meningkatkan wawasan 
pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa. Selama 
melaksanakan PKL, praktikan mengalami beberapa kendala namun dapat diatasi 
dengan baik. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmay dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini sesuai jadwal. 
Laporan PKL ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik 
dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan PKL yang penulis lakukan 
selama satu bulan dibagian Biro Umum Perlengkapan Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat yang merupakan Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian yang berada di Jakarta. Penyelesaian laporan ini 
terwujud atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Drs. Dedi Purwana ES, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
2. Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan 
Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
3. Santi Susanti, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
4. Achmad Fauzi, S.Pd, M.Ak selaku Pembimbing PKL 
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5. Bapak Hary Eka Surjanta selaku Kesubbag Penyaluran dan Inventarisasi di 
Biro Umum Perlengkapan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Pusat dan juga selaku Pembimbing PKL di BPKP 
6. Seluruh karyawan/karyawati Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) Pusat 
7. Teman – teman Pendidikan Akuntansi 2014 yang senantiasa memberikan 
saran dan dukungan dalam penyusunan laporan PKL ini. 
Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam 
pelaksanaan maupun penyusunan laporan PKL terdapat banyak kekurangan. 
Oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. 
Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan dalam proses 
penyempurnaan. Akhir kata, semoga penyusunan laporan ini dapat bermanfaat 
bagi penulis khususnya peserta bagi pembaca umumnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang PKL 
Saat ini, profesi akuntan sangat di cari perusahaan-perusahaan 
swasta maupun instansi-instansi pemerintah. Melihat potensialnya profesi 
akuntan, maka banyak orang belomba-lomba menjadi lulusan terbaik di 
bidang akuntansi. Universitas sebagai lembaga pendidikan berlomba-lomba 
mencetak lulusan terbaiknya dalam segala bidang, terutama di bidang 
akuntansi. Salah satu program yang dijalankan setiap universitas untuk 
mencetak lulusan-lulusan terbaiknya adalah dengan adanya kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan. 
PKL (Praktik Kerja Lapangan) adalah sebuah proses pengajaran 
dengan cara memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja di 
tempat kerja secara nyata, baik di instansi swasta, BUMN, BUMD, ataupun 
instansi pemerintahan. Dengan adanya PKL ini, mahasiswa bisa 
menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan sesuai dengan 
bidangnya. 
Banyak hal yang dijadikan tujuan dengan adanya praktek kerja 
lapangan ini. Dengan adanya kegiatan PKL ini diharapkan mahasiswa-
mahasiswa nantinya akan lebih percaya diri saat akan terjun ke dunia kerja 
dan siap bersaing dengan lulusan-lulusan terbaik dari universitas terbaik 
lainnya. 
1 
2 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Berikut merupakan maksud dan tujuan dilaksanakannya PKL, yaitu: 
1. Maksud, antara lain: 
a) Sebagai salah satu persyaratan kelulusan Program Strata 1 (S1) Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
b) Kegiatan PKL yang telah dilaksanakan oleh Mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta merupakan 
program yang memberikan pengetahuan, pengalaman dan gambaran 
kepada mahasiswa mengenai kondisi yang sebenarnya dalam dunia kerja; 
2. Tujuan, antara lain: 
 
a) Menumbuhkan dan meningkatkan mental bagi mahasiswa agar siap terjun 
di dunia kerja; 
b) Melatih mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori akuntansi yang di 
dapat di bangku perkuliahan dalam dunia kerja; 
c) Menambah wawasan, keterampilan, dan pengalaman mahasiswa untuk 
dapat berkompetisi dengan tenaga kerja lain, khususnya di bidang 
Akuntansi; 
 
 
 
 
 
 
3 
 
C. Manfaat PKL 
Berikut merupakan kegunaan dari diadakannya program PKL, yaitu: 
1. Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) : 
a) Menjalin hubungan baik dan dapat bersinergi dengan Universitas Negeri 
Jakarta untuk dapat memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak; 
b) Ikut berpartisipasi dalam menyiapkan tenaga kerja yang sudah terampil di 
bidang Akuntansi; 
c) Mampu melihat kemampuan potensial yang dimiliki praktikan sehingga 
dapat membantu mempercepat peningkatan kerja. 
2. Bagi Praktikan: 
a) Mendapatkan kesempatan utnuk mengembangkan keterampilan di dalam 
bidang Akuntansi; 
b) Melatih dan mempersiapkan diri praktikan untuk terjun ke dunia kerja; 
c) Dapat  menjalin hubungan yang baik antara praktikan dengan perusahaan 
tempat praktikan mengaplikasikan ilmunya; 
d) Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang tidak didapatkan di 
bangku perkuliahan. 
3. Bagi Universitas Negeri Jakarta: 
a) Menjalin hubungan sinergis yang baik antara Universitas Negeri Jakarta 
dengan instansi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa utnuk 
melaksanakan PKL; 
b) Menyiapkan lulusan Universitas Negeri Jakarta yang handal dalam bidang 
Akuntansi; 
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c) Mendapatkan citra baik di mata instansi tempat mahasiswa melaksanakan 
PKL karena kualitas praktikan 
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Nama Instansi : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Alamat  : Jalan Pramuka No. 33, Jakarta 13120 
No. Telp /Fax : +622185910031 / Fax. +622185900608 
Website  : https://www.bpkp.go.id 
E. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat di mulai pada hari Senin, 18 
Juli 2016 sampai dengan hari Jumat, 19 Agustus 2016. Dalam 
pelaksanaannya, praktikan mengikuti jadwal kerja pegawai/karyawan 
BPKP, yaitu Senin – Kamis pukul 08.00 s.d 16.30 WIB dan Jumat pukul 
08.00 s.d 17.00 WIB sementara untuk waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 
WIB. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM INSTANSI 
A. Sejarah Umum BPKP 
Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga 
pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 
tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan 
Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan 
penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan 
jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan 
pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara 
struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara 
berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. 
Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi 
bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas 
dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah 
Menteri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas 
melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua 
departemen, jawatan, dan instansi di bawah kekuasaannya. Sementara itu 
fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. 
Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 
dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) 
5 
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pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai 
DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan 
usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. 
DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh 
pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik 
negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, 
khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang 
pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN. 
Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 
tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah 
lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan 
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP 
adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat 
melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan 
hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek 
pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut 
menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP 
sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah 
yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua 
departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya 
secara lebih baik dan obyektif. 
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Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa 
kali diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam 
Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif 
atau pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan 
sosialisasi, asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan 
yang mulai digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam 
membantu aparat penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan 
negara. 
Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum 
of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan 
departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada 
umumnya membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam 
rangka mencapai good governance. 
Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP 
melakukan reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan 
revitalisasi BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi 
BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan 
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Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju 
Pemerintahan yang Baik dan Bersih". 
Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP 
ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah 
dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan 
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan 
keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional. 
Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor  9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem 
Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan 
Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan 
menugaskan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan 
penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran 
pengeluaran negara/ daerah, meliputi: 
a) Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan 
cukai; 
b) Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib 
Bayar; 
c) Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; 
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d) Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah; 
e) Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang 
kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, 
pendidikan, dan kesehatan; 
f) Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan 
nasional/daerah; 
g) Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem 
pengendalian kecurangan yang dapatmencegah, mendeteksi, dan 
menangkal korupsi; 
h) Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi 
merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak 
pencegahan yang efektif; 
i) Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah 
dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan 
perundangan. 
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B. Visi, Misi, Nilai dan Moto BPKP 
Visi BPKP: 
Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan 
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 
Misi BPKP: 
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola 
pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif 
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 
efektif, dan 
3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang 
profesional dan kompeten. 
Nilai-Nilai BPKP (PIONIR): 
1. Profesional 
2. Integritas 
3. Orientasi Pengguna 
4. Nurani dan Akal Sehat 
5. Independen 
6. Responsibel 
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MOTTO: 
"Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan" 
C. Struktur Organisasi BPKP 
Dalam menjalankan fungsinya, BPKP memiliki susunan organisasi sebagai 
berikut: 
1. Kepala BPKP 
2. Sekretariat Utama 
3. Deputi – Deputi: 
a. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang 
Perekonomian dan Kemaritiman 
b. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, 
Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan 
c. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 
d. Deputi Bidang Akuntan Negara 
e. Deputi Bidang Investigasi 
4. Pusat – Pusat: 
a. Inspektorat 
b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 
c. Pusat Pendidikan dan Pengembangan Pengawasan 
d. Pusat Informasi Pengawasan 
e. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor 
5. Perwakilan BPKP 33 Provinsi 
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Sekretariat Utama BPKP 
Sekretariat Utama BPKP adalah unsur pendukung pimpinan dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala. 
Sekretariat Utama BPKP dipimpin oleh Sekretaris Utama. 
Dalam melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 
pemberian dukungan administrasi di seluruh unit organisasi di lingkungan BPKP, 
Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: 
1. Pembinaan dan pelayanan administrasi perencanaan, ketatausahaan, 
organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-
undangan, protokol, persandian, kearsipan, perlengkapan, dan rumah 
tangga BPKP; 
2. Pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian 
intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP; 
3. Pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program pembinaan dan 
sertifikasi jabatan fungsional auditor, pendidikan dan pelatihan, 
penelitian dan pengembangan di lingkungan BPKP; dan 
4. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan laporan akuntabilitas 
kinerja BPKP. 
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STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA 
 
1) Biro Perencanaan Pengawasan 
 Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perencanaan Pengawasan 
Biro Perencanaan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan 
sinkronisasi penyusunan kebijakan pengawasan intern pemerintah dan 
sinkronisasi penyusunan kebijakan teknis pengawasan di lingkungan 
BPKP, serta sinkronisasi dan penyusunan PKPT dan evaluasi 
pelaksanaannya di lingkungan BPKP dan APIP lainnya.  
Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan Pengawasan 
menyelenggarakan fungsi: 
a) Sinkronisasi penyusunan kebijakan pengawasan intern pemerintah 
dan kebijakan teknis pengawasan di lingkungan BPKP; 
b) Sinkronisasi dan penyusunan PKPT di lingkungan BPKP dan APIP 
lainnya; 
c) Pemantauan dan penyiapan evaluasi pelaksanaan PKPT di 
lingkungan BPKP dan APIP lainnya.  
 Biro Perencanaan terdiri dari: 
a) Bagian Penyusunan Rencana;  
b) Bagian Evaluasi Perencanaan; 
c) Kelompok Jabatan Fungsional.  
 
14 
 
 Bagian Penyusunan Rencana  
Bagian Penyusunan Rencana mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana, penyiapan bahan sinkronisasi penyusunan kebijakan 
pengawasan intern pemerintah dan kebijakan teknis pengawasan di 
lingkungan BPKP, serta penyusunan PKPT di lingkungan BPKP dan APIP 
lainnya.  
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Penyusunan Rencana 
menyelenggarakan fungsi: 
a) Penyusunan rencana kegiatan di lingkungan BPKP; 
b) Penyiapan bahan sinkronisasi penyusunan kebijakan pengawasan 
intern pemerintah dan kebijakan teknis pengawasan di lingkungan 
BPKP; 
c) Penyiapan penyusunan PKPT di lingkungan BPKP dan APIP 
lainnya.  
Bagian Penyusunan Rencana terdiri dari: 
a) Sub bagian Program; 
b) Sub bagian Bimbingan Perencanaan.  
c) Sub bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
penyusunan program dan PKPT di lingkungan BPKP. 
d) Sub bagian Bimbingan Perencanaan mempunyai tugas memberikan 
bimbingan teknis penyusunan PKPT di lingkungan APIP lainnya.  
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 Bagian Evaluasi Perencanaan  
Bagian Evaluasi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan 
pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan 
PKPT.  
Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Evaluasi Perencanaan 
menyelenggarakan fungsi: 
a) Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan 
PKPT di lingkungan BPKP;  
b) Pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan PKPT APIP 
lainnya.  
Bagian Evaluasi Perencanaan terdiri dari: 
a) Subbagian Evaluasi Perencanaan BPKP; 
b) Subbagian Evaluasi Perencanaan APIP Lainnya. 
  
 Sub bagian Evaluasi Perencanaan BPKP mempunyai tugas 
melaksanakan pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan 
program dan PKPT di lingkungan BPKP. 
 Sub bagian Evaluasi Perencanaan APIP lainnya mempunyai tugas 
melaksanakan pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan 
PKPT APIP lainnya.    
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2) Biro Kepegawaian dan Organisasi 
Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan kepegawaian serta penataan organisasi dan 
ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Kepegawaian dan 
Organisasi menyelenggarakan fungsi: 
a) Penyusunan rencana formasi kepegawaian, pengembangan pegawai, 
dan urusan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan data dan 
informasi kepegawaian; 
b) Pelaksanaan urusan pengangkatan dan kepangkatan pegawai; 
c) Pelaksanaan urusan pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan 
pegawai; 
d) Analisis, penataan, evaluasi, dan perumusan kelembagaan serta 
pembakuan prestasi kerja; 
e) Analisis, penyusunan, dan evaluasi ketatalaksanaan, serta penyiapan 
bahan koordinasi penyusunan pedoman dan standar pemeriksaan 
BPKP dan APIP lainnya.  
Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri dari: 
a) Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; 
b) Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai;  
c) Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai;  
d) Bagian Organisasi; 
e) Bagian Tata Laksana; 
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f) Kelompok Jabatan Fungsional.  
3) Biro Keuangan 
Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, penyusunan anggaran,  
perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi.  Dalam melaksanakan tugasnya, 
Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a) Penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan; 
b) Pelaksanaan urusan perbendaharaan; 
c) Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.  
Biro Keuangan terdiri dari: 
a) Bagian Anggaran; 
b) Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi; 
c) Kelompok Jabatan Fungsional.  
 
4) Biro Hukum dan Humas 
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan 
hukum, pemberian bantuan hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat 
dan hubungan antar lembaga. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum dan Hubungan 
Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 
a) Analisis dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 
18 
 
b) Pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi hukum; 
c) Pelaksanaan pengkajian dan penelaahan hukum; 
d) Pelaksanaan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum; 
e) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga 
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari: 
a) Bagian Peraturan Perundang-undangan; 
b) Bagian Penelaahaan dan Bantuan Hukum; 
c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga; 
d) Kelompok Jabatan Fungsional 
 
5) Biro Umum 
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, 
perlengkapan, dan rumah tangga. 
Dalam melaksanakan tugasnya Biro Umum menyelenggarakan fungsi: 
a) Pelaksanaan urusan penggajian dan perjalanan dinas; 
b) Pembinaan dan pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan; 
c) Pelaksanaan urusan rumah tangga; 
d) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; 
e) Pembinaan pengadaan perlengkapan di Pusat dan Perwakilan; 
f) Pelaksanaan urusan tata usaha perbantuan pada Deputi. 
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Biro Umum terdiri dari: 
a) Bagian Tata Usaha; 
b) Bagian Rumah Tangga; 
c) Bagian Perlengkapan; dan 
d) Kelompok Jabatan Fungsional. 
 
D. Tugas dan Fungsi BPKP 
Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. 
Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi: 
1) Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas 
keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan 
yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara 
berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; 
2) Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran 
keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan 
lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran 
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negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya 
yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain 
dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas 
pembiayaan keuangan negara/ daerah; 
3) Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan 
aset negara/daerah; 
4) Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian 
intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan 
program/ kebijakan pemerintah yang strategis; 
5) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas 
penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus 
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit 
penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan 
ahli,dan upaya pencegahan korupsi; 
6) Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap 
akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional 
bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; 
7) Pelaksanaan review atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah 
pusat; 
8) Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan 
sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah 
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daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan 
atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 
9) Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah 
sesuai peraturan perundang-undangan; 
10) Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi 
jabatan fungsional auditor; 
11) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di 
bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah; 
12) Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi 
hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 
13) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
BPKP; dan 
14) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan 
umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, 
kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah 
tangga.       
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E. Stakeholder dan Shareholder BPKP 
Shareholder 
Shareholder BPKP adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 
Presiden selaku kepala pemerintahan memerlukan hasil pengawasan BPKP 
sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam 
menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil 
pengawasan BPKP pun diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya 
termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan 
peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya. 
Stakeholders 
Pihak-pihak yang merupakan stakeholders BPKP adalah: 
a) Lembaga Legislatif (Pusat dan Daerah) 
b) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
c) Departemen/LPND/BUMN/BUMD 
d) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
e) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 
f) Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Agung, Kepolisian, Komisi 
Pemberantasan Korupsi) 
g) Mahkahmah Konstitusi dan Komisi Yudisial 
h) Pemberi Pinjaman/Hibah (Lenders) 
i) Publik/Masyarakat/LSM 
j) Media Massa 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, praktikan 
ditempatkan di Biro Umum bagian Perlengkapan, bagian Perlengkapan ini di bagi 
menjadi dua, yakni: Persediaan dan Asset. Praktikan ditempatkan dalam bagian 
Persediaan.  Praktikan mendapat bimbingan oleh Bapak Hary Eka Surjanta selaku 
Kepala Bagian Biro Perlengkapan, beliau memberitahukan beberapa istilah terkait 
dengan persediaan sesuai dengan jobdesk yang praktikan dapatkan. Selain itu, 
metode pencatatan persediaan yang di gunakan yakni metode perpetual, yang 
berarti kondisi saldo persediaan langsung di perbaharui ketika ada penerimaan 
maupun pengeluaran. 
Dalam divisi ini praktikan di tugaskan untuk mendata setiap penerimaan 
maupun pengeluaran persediaan yang ada. Lalu, praktikan juga menyesuaikan 
apakah jumlah yang tertera di dalam kartu gudang sesuai dengan kondisi real. 
B. Pelaksanaan PKL 
Praktikan melaksanakan PKL mulai tanggal 18 Juli – 19 Agustus 2016. 
Pada hari pertama pelaksanaan PKL, praktikan menemui Bapak Ubay staff Biro 
Kepegawaian dan langsung dipertemukan dengan Kepala Bagian Biro Umum 
bagian Perlengkpan, Bapak Hary Eka Surjanta. Sebelum mulai melaksanakan 
PKL, Bapak Hary memberikan pengenalan dan pengarahan singkat mengenai 
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jobdesk yang akan praktikan kerjakan. Praktikan berusaha memahami sebaik-
baiknya tugas yang diberikan. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, praktikan 
dapat bertanya kembali kepada Bapak Madjid selaku staf bagian persediaan untuk 
memperoleh penjelasan yang lebih lanjut. 
Tugas-tugas yang dilakukan oleh praktikan selama PKL, yaitu: 
1) Mendata Persediaan dan mengatur permintaan barang 
Praktikan ditugaskan untuk selalu mendata persediaan baik penerimaan 
maupun pengeluaran setiap hari. Lalu praktikan juga diharuskan dapat 
mengatur permintaan barang agar kestabilan persediaan tetap terjaga. 
2) Memverifikasi data yang telah di restore pada Akun Neraca di aplikasi 
SIMAK BMN 
Praktikan di tugaskan untuk memverifikasi data laporan dari seluruh 
perwakilan BPKP di Indonesia yang telah di restore ke aplikasi dengan 
hardcopy yang diterima. Sehingga praktikan dapat mengetahui provinsi 
mana yang belum lengkap baik secara softcopy maupun hardcopy. 
3) Validasi data BMN dari aplikasi SIMAK BMN ke Power Point (Barang 
Ekstrakomptabel) 
Barang Ekstrakomptabel yang dimaksud adalah barang-barang yang 
memiliki nilai di bawah satuan minimum. Praktikan di tugaskan untuk 
mengecek apakah data di aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan rekap yang 
ada di powerpoint. 
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4) Restore Data Persediaan Barang Milik BPKP 
Praktikan di tugaskan untuk merestore data Persediaan Barang Milik 
BPKP, khusus hanya dalam bentuk persediaan saja. 
5) Validasi Sertifikat Tanah Milik BPKP 
Praktikan ditugaskan untuk mengecek apakah data rekap yang dimiliki 
sesuai dengan sertifikat tanah yang asli yang di miliki oleh BPKP. 
6) Membuat Surat Perjanjian 
Praktikan diajarkan untuk membuat surat perjanjian yang baik dan benar. 
Surat perjanjian yang praktikan kerjakan yakni Surat Perjanjian 
Pemindahtanganan Tanah dan Bangunan milik BPKP yang berlokasi di 
Hayam Wuruk. 
7) Membuat Surat Persetujuan Penghapusan Persediaan Milik BPKP 
Praktikan membuat surat persetujuan penghapusan persediaan milik 
BPKP, persediaan yang di hapuskan yakni persediaan atau barang-barang 
yang sudah rusak dan tidak dapat di perbaiki. 
8) Menginput Stock Opname semester 1 per tanggal 30 Juni 2016 
Praktikan melakukan stock opname semester 1 per tanggal 30 juni 2016. 
Stock opname ini adalah pengecekan secara menyeluruh jumlah 
persediaan secara real dengan pencatatan yang di lakukan. Lalu di stock 
opname ini juga praktikan menyesuaikan barang atau persediaan yang 
masih tersisa dengan nilai pasar saat ini. 
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9) Mengedit Surat Sertifikat Tanah sesuai dengan Catatan Mutasi Perubahan 
(CMP) 
Praktikan mendata kembali surat sertifikat sesuai dengan catatan mutasi 
perubahan yang ada. Catatan mutasi perubahan ini ada ketika sebagian 
tanah di wilayah atau lokasi tersebut sudah di lepas atau di jual. 
10)  Mencatat Persediaan Barang Masuk 
Praktikan melakukan pencatatan barang-barang yang baru masuk ke 
gudang sebagai stock baru. Sehingga dapat dihitung dengan mudah sisa 
barang sebelum dan sesudah barang masuk tersebut. 
11)  Membuat Daftar Barang Milik Negara (BMN) yang berbentuk kendaraan 
roda dua 
Praktikan membuat daftar Barang Milik Negara (BMN) yang berbentuk 
kendaraan roda dua, agar memudahkan dalam proses validasi. 
12)  Memvalidasi Daftar Barang Milik Negara (BMN) yang berbentuk 
kendaraan roda empat 
Praktikan mengecek ulang daftar Barang Milik Negara (BMN) yang 
berbentuk kendaraan roda empat yang telah di data sebelumnya. Agar 
tidak ada kesalahan pencatatan 
13)  Membuat Nota Dinas Perjanjian 
Praktikan membuat Nota Dinas Perjanjian Penggunaan Sementara Hayam 
Wuruk. Hal ini dilakukan ketika BPKP menyewakan tanah dan bangunan 
di daerah tertentu, sehingga bentuk perjanjiannya hanya penggunaan 
sementara bukan pemindahtanganan. 
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C. Kendala Yang Dihadapi 
1) Kurangnya pengetahuan praktikan mengenai istilah dan singkatan yang 
digunakan dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan. 
2) Tidak di sediakannya meja sendiri, karena praktikan ditempatkan di satu 
meja dengan praktikan lain 
Kurangnya meja di tempat praktikan PKL membuat praktikan tidak 
memilik meja sendiri. Praktikan harus berada di satu meja dengan 
praktikan lain. 
3) Kurang telitinya praktikan dalam mengerjakan pekerjaan 
Ketika mendata persediaan, praktikan melakukan beberapa pembetulan 
dikarenakan kurang teliti. Seperti salah menghitung, salah mencatat, dan 
salah memasukan akun. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
1) Kurangnya pengetahuan praktikan mengenai istilah dan singkatan yang 
digunakan dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan 
Dalam mengatasi kendala yang pertama, praktikan lebih banyak membuka 
diri seperti bertanya jika ada istilah-istilah yang tidak di mengerti. 
Dikarenakan praktikan belum dapat mata kuliah akuntansi pemerintahan 
sebelumnya, sehingga masih sangat awam dengan istilah-istilah yang 
digunakan 
2) Tidak di sediakannya meja sendiri, karena praktikan ditempatkan di satu 
meja dengan praktikan lain 
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Dalam mengatasi kendala yang pertama, praktikan berusaha untuk 
bekerjasama dengan praktikan lainnya. Dengan cara, berbagi tempat dan 
tidak egois satu sama lain. Dengan begitu, praktikan maupun praktikan 
lainnya dapat mengerjakan tugas masing-masing dengan baik. 
3) Kurang telitinya praktikan dalam mengerjakan pekerjaan 
Dalam mengatasi kendala yang kedua, praktikan meminta Bapak Madjid 
selaku staf persediaan untuk selalu mengecek hasil pekerjaan praktikan. 
Sehingga jika praktikan melakukan kesalahan dapat langsung di perbaiki. 
Selain itu, praktikan juga berusaha untuk lebih perlahan-lahan dan sabar 
dalam melakukan pendataan agar tidak salah menghitung, salah mencatat, 
maupun salah memasukan akun. 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan wajib di 
seluruh universitas di Indonesia. Hal tersebut diwajibkan karena kegiatan 
PKL ini bekerja dengan sangat efektif karena mahasiswa langsung terjun ke 
lapangan dan mengaplikan teori-teori yang telah mereka dapatkan di bangku 
perkuliahan. Selain itu, kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini juga 
menumbuhkan kepercayaan diri praktikan dalam berinteraksi dengan atasan 
maupun dengan sesama praktikan. Dengan adanya PKL ini, praktikan juga 
dituntut untuk dapat lebih disiplin waktu, lebih cepat memahami cara kerja, 
lebih bersikap mandiri, dapat bekerja dengan rekan yang lain, dan lebih 
bertanggung jawab dalam melaksanakan atas segala tugas yang diberikan. 
Selama melaksanakan PKL di Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan, suasana kerja dalam instansi tersebut sudah baik, semua 
tertata dengan baik. Komunikasi yang baik telah terjalin antar karyawan dan 
atasan, sehingga jarang terjadi salah komunikasi antar karyawan maupun 
atasan. Masing-masing karyawan mengerjakan tugasnya dengan profesional 
dan penuh tanggung jawab.  
Selama melaksanakan PKL di Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan, praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu: 
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1) Praktikan dapat mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang di dapat 
di perkuliahan ke dalam  praktik kerja lapangan; 
2) Praktikan dapat mengetahui seberapa efektifnya metode perpetual 
digunakan dalam pencatatan persediaan. 
3) Praktikan lebih dapat memahami alur penerimaan maupun pengeluaran 
barang persediaan. 
 
2. Saran 
Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program 
PKL adalah sebagai berikut: 
I. Saran bagi praktikan: 
a) Praktikan harus banyak melakukan persiapan dalam segi akademik 
maupun dalam segi keterampilan yang akan mendukung kegiatan 
pelaksanaan PKL; 
b) Praktikan sebaiknya memilih tempat PKL yang sesuai dengan 
jurusan praktikan, minat, keterampilan, dan jurusan atau keahlian 
yang dikuasai; 
c) Praktikan harus cepat beradaptasi dengan baik pada lingkungan 
kerja; 
d) Praktikan harus lebih berusaha bertanggungjawab terhadap tugas 
yang diberikan agar dapat meminimalisir kesalahan. 
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II. Saran bagi Universitas Negeri Jakarta: 
a) Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat membantu para 
mahasiswanya dengan memberikan daftar perusahaan untuk 
membantu praktikan mendapatkan tempat PKL yang sesuai dengan 
jurusannya; 
b) Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat terus menjalin kerja 
sama yang baik dengan instansi-instansi pemerintah maupun 
perusahaan agar pelaksanaan PKL berjalan dengan baik; 
c) Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat memberikan 
penyuluhan atau pembekalan kepada para mahasiswanya sebelum 
melakukan Praktik Kerja Lapangan, dan juga diharapkan agar 
pembimbing PKL di bagikan sebelum kegiatan PKL berjalan, 
sehingga mahasiswa dapat berkonsultasi sebelum memilih tempat 
praktik; 
 
III. Saran Bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
a) BPKP diharapkan dapat terus menjaga hubungan baik dengan 
instansi-instansi pendidikan agar dapat terus membagi ilmu dan 
pengalam bagi para mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja 
Lapangan disana; 
b) BPKP diharapkan mampu memberikan tempat dan tugas sesuai 
dengan jurusan dari mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja 
Lapangan disana. 
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